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ABSTRAK 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penanganan kasus 
kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas 
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, (2) apa saja yang menjadi 
faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati 
pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian 
Resor Kota Besar Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanganan kasus 
kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas 
di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku dimana sebagai upaya penal dilakukan dengan represif melalui 
menembak mati di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang 
bersifat represif menindak berdasarkan pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009. (2) Faktor 
yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku 
yang melakukan perlawanan terhadap petugas di wilayah hukum kepolisian Resor Kota 
Besar Palembang yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri. Pengaturan hukum tembak 
ditempat merupakan tindakan tidak manusiawi, pada dasarnya tembak mati di tempat 
tersebut bertentangan dengan pasal ditempat bersifat situasional, yaitu 28A UUD 1945 
yang menjamin hak diterapkan pada saat keadaan tertentu setiap orang untuk hidup serta 
berhak yang memak seseorang penegak mempertahankan hidup dan hukum untuk 
melakukannya, sebagai kehidupannya. Kedua, faktor penegak hukum itu sendiri yaitu 
mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak dan kurangnya 
kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk 
melakukan wewenang tembak di tempat. Ketiga, faktor masyarakat dimana masyarakat 
pada umumnya pro dan kontra atas kebijakan ini karena dianggap melanggar HAM. 
Keempat, faktor lingkungan dalam hal ini tingkat keramaian publik. 

 
Kata Kunci: penanganan kasus kejahatan, menembak mati, pelaku yang melakukan 

perlawanan 
 

A. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara 
hukum, segala tingkah laku dan 
tindakan warga negaranya harus 
berdasarkan hukum, begitu pula 
perlengkapan negara dalam melak- 
sanakan kewajibannya harus ber- 
dasarkan hukum yang berlaku. Hal 
ini tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) 
yang dengan jelas menjelaskan 
bahwa Negara Indonesia adalah 
negara hukum. Sesuai dengan 
ketentuan tersebut, salah satu prinsip 
penting negara hukum adalah 
jaminan persamaan setiap orang di 
depan hukum. Oleh karena itu, setiap 
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orang berhak atas pengakuan, jami- 
nan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil, serta perlakuan 
yang sama di depan hukum dan 
dalam sistem peradilan pidana 
(Atmasasmita, 2018:82) 

Sistem peradilan pidana adalah 
jaringan peradilan yang bekerja 
secara terpadu antar bagian-bagian- 
nya untuk mencapai tujuan tertentu, 
baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Hukum pidana menempati 
posisi sentral dalam sistem peradilan 
pidana, yaitu untuk penyelesaian 
konflik yang muncul dalam rangka 
melindungi dan menciptakan ke- 
sejahteraan umum. Hukum pidana 
memegang peranan penting sekarang 
dan di masa yang akan datang bagi 
masyarakat sebagai kontrol sosial 
untuk mencegah kekacauan, teru- 
tama sebagai pengontrol kejahatan. 
Sampai saat ini peradilan pidana 
dianggap benar apabila pelaku tindak 
pidana tersebut dijatuhi sanksi sesuai 
dengan aturan hukum pidana 
setelah melalui prosedur pidana. 

Proses penegakan hukum mela- 
lui sistem peradilan pidana tidak 
lepas dari keberadaan Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) yang mengatur 
tentang pendekatan sistematis terha- 
dap peradilan pidana Indonesia. 
Penegakan hukum atau pencegahan 
kejahatan yang efektif dan efisien 
akan terjadi jika ada kebijakan pemi- 
danaan yang benar-benar men-jadi 
tujuan bersama dan pedoman opera- 
sional untuk setiap sistem peradilan 
subpidana. Dengan kata lain, pen- 
cegahan kejahatan akan efektif bila 
keempat komponen SPP Indonesia 
bekerja dengan motivasi kerja yang 

sama, dengan memper-hatikan ada- 
nya kebijakan kriminal. Lebih lanjut 
ia menegaskan bahwa “kebijakan 
pidana yang dimaksud bukan sekedar 
“perumusan” bersama dari unsur- 
unsur SPP, tetapi merupa-kan hasil 
kerja bersama dari berbagai badan di 
dalam negara untuk menye-lesaikan 
masalah kejahatan tersebut. 2 Berasal 
dari pembuat undang-undang yang 
memberikan aturan hukum pidana 
serta kewenangan dan batasan dalam 
pelaksanaan aturan hukum tersebut. 
Kemudian polisi dan kejaksaan yang 
bertugas menegakkan hukum me- 
nentukan kebijakan dalam penyidi- 
kan dan penuntutan. Selanjutnya, 
pengadilan, sebagai pemeriksa kebi- 
jakan penyidikan dan penuntutan, 
menentukan apakah benar adanya 
hak untuk dipidana dan, jika dem- 
ikian, apa hukumannya (strafmaat). 
Dan yang terakhir, Lembaga Pema- 
syarakatan sebagai pelaksana huku- 
man yang dijatuhkan oleh Penga- 
dilan memiliki kebijakan “memper- 
lakukan” terpidana (strafeexe- 
cution) dan berusaha mengem- 
balikannya ke masyarakat. 

Untuk itu, komponen sistem pe- 
radilan pidana tidak boleh berfungsi 
tanpa mengarahkan kebijakan penal, 
yang berarti harus ada integrasi 
operasional. Inilah yang secara sing- 
kat disebut "pendekatan terpadu". 

Polri sebagai bagian dari apara- 
tur penegak hukum mempunyai 
tugas untuk menjamin terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban serta 
tegaknya supremasi hukum, pada 
hakekatnya ditangan polisi itulah 
hukum menjadi konkrit atau menga- 
lami perwujudannya di dalam 
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masyarakat. Jika dilihat dari alasan 
keberadaannya tugas Polri memiliki 
tiga aspek, pertama aspek refresif 
yakni berupa penindakan terhadap 
mereka yang melakukan pelanggaran 
hukum, jadi polisi berfungsi sebagai 
seorang penegak hukum, sedangakan 
aspek yang kedua adalah tugas 
preventif yakni meliputi tugas perl- 
indungan dan pencegahan ter- 
jadinya suatu kejahatan atau pelang- 
garan, dan aspek preemtif yaitu 
upaya untuk menangkal dan men- 
cegah agar tidak terjadi kejahatan 

/pelanggaran dengan melakukan 
deteksi dini maupun pembinaan- 
pembinaan di lingkungan masya- 
rakat. Untuk melaksanakan tugas 
ketiganya itu terutama dalam meng- 
hadapi tantangan yang lebih serius 
seperti mengatasi berbagai perma- 
salahan kriminalitas yang semakin 
hari semakin meresahkan. Tindak 
kejahatan di Kota Palembang, Ibu 
Kota Provinsi Sumatera Selatan, 
menunjukkan tren penurunan se- 
panjang tahun 2021. Adapun tindak 
kejahatan di Kota Palembang sebagai 
berikut. 

 

No. Tahun Jumkah Kasus Jumkah Terselesaikan 

1 2020 5.206 3215 

2 2021 5.022 3506 

Berdasarkan uraian tabel di atas, 
terlihat bahwa pada tahun 2021 
jumlah  tindak  pidana  sebanyak 
5.022 kasus dibandingkan tahun 
2020 sebanyak 5 . 206 kasus.  
Menurut tren kriminalitas, jumlah 
total menurun 184 kasus. Untuk me- 
nuntaskan kasus kejahatan, Polres- 
tabes Palembang bisa menyelesaikan 

3506 kasus pada 2021 dibandingkan 
3215 kasus pada tahun sebelumnya. 
Tahun lalu terjadi peningkatan 291 
kasus, sehingga penyelesaian kasus 
5.022 kasus Polrestabes Palembang 
berhasil menyelesaikan 70 persen 
kasus atau 3.506 kasus. Dari berbagai 
jenis kejahatan tersebut, ada empat 
kasus pidana yang diprioritaskan, 
karena kejahatan tersebut mere- 
sahkan masyarakat. Yakni, pencurian 
berat (Curat), pencurian dengan 
kekerasan (Curas), pencurian 
kendaraan bermotor (Curanmor) dan 
pelecehan berat (Anirat), namun 
keempat kasus tersebut mengalami 
penurunan indeks. Pada tahun 2021 
terdapat 534 kasus dibandingkan 
tahun sebelumnya 748 kasus, turun 
214 kasus. Untuk anak perempuan 
pada tahun 2021 jumlah mata 
pelajaran akan berkurang 83 mata 
pelajaran, yaitu pada tahun 2021 
akan menjadi 170 mata pelajaran 
dibandingkan tahun lalu 253 mata 
pelajaran. Untuk kasus Curanmor 
pada tahun 2021 terjadi penurunan 
sebanyak 353 kasus dibandingkan 
tahun 2020 yaitu 601 kasus, sehingga 
terjadi penurunan sebanyak 248 
kasus. 

Untuk kasus penganiayaan 
berat, pada 2020 terdapat 408 kasus, 
dibandingkan 521 pada 2019, yang 
berarti terjadi penurunan 113 kasus. 
Senjata tajam membuat terlalu per- 
caya diri sehingga ketika kontak 
dilakukan, itu digunakan pada 
Anirat. 

Selain itu, Polrestabes Palem- 
bang juga gencar menggelar razia 
untuk menekan dan mengurangi 
jumlah pengguna ataupun pembawa 
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Sajam. Untuk kasus Narkoba di 
tahun 2021, ada 278 kasus dibanding 
tahun 2020 ada 239 kasus. Untuk 
kasus narkoba mengalami pening- 
katan Pengungkapan narkoba beker- 
janya lebih kepada peran aktif penin- 
dakan kepolisian dan juga kerja sama 
informasi dari masyarakat. Untuk itu, 
kami sampaikan terima kasih kepada 
masyarakat Palembang yang mem- 
berikan kontribusi untuk informasi 
pemberantas narkoba di Kota 
Palembang. 

Kepolisian Resor Kota Besar 
Palembang melakukan berbagai cara 
untuk meminimalisir tingkat krimi- 
nalitas di wilayahnya. Salah satunya 
menembak mati pelaku kriminalitas 
yang berusaha melarikan diri (Nova 
RA, Achmad R & Suzanalisa S, 
2017: 145-209).Adapun jumlah 
pelaku kejahatan yang ditembak mati 
karena melawan petugas dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut 

 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, 
terlihat bahwa selama tahun 2021, 
Polres Palembang Besar menembak 
22 pelaku.Penjahat lumpuh mela- 
kukan berbagai jenis kejahatan, 
seperti penyerangan dengan barbel 
(anirat) sebanyak 2 orang, pencurian 
dengan kekerasan (curas) sebanyak 
12 orang, pencurian dengan barbel 
(curat) sebanyak 3 orang, dan 
pencurian kendaraan bermotor 
(kuranmor) sebanyak 5 orang). 
Tindakan ini dilakukan karena pela- 
ku  bersikap  sadis  terhadap  korban 

dan tidak mau menyerah. Perlakuan 
tegas terhadap pelaku sangat 
diperlukan. Yakni, pada tahun 2021 
tercatat 43 laporan kekerasan yang 
dilakukan oleh satu pelaku atas nama 
SA. Pada saat evaluasi akhir tahun 
2021 di Polres Palembang Kota. 
Misalnya, 32 kasus peram-pokan 
dengan senjata api tercatat, dan 
hanya 14 kasus yang tersele-saikan. 
Angka ini menurun diban-dingkan 
tahun 2017 yang ter-catat 37 kasus 
dan hanya 13 kasus yang terselesai- 
kan. Yakni, dalam 39 menit warga 
Palembang menjadi korban kejaha- 
tan. Namun jumlah tersebut menga- 
lami penurunan dibandingkan tahun 
2020 yang terjadi setiap 33 menit. 
Jumlah tindak pidana selama tahun 
2021 juga mengalami penu-runan 
sebesar 13.217 kasus dari 16.147 
kasus pada tahun 2020. Namun, 
persentase penyelesaian tin-dak 
pidana, dari 67,57 persen menj-adi 
70,47 persen. Pengamanan di Kota 
Palembang telah ditingkatkan. 
Bahkan resiko penduduk terkena 
tindak pidana dari 100.000 warga, 
pada tahun 2021 hanya sekitar 164 
orang dibandingkan tahun 2020 
bahkan 200 orang. 

Dari apa yang telah diuraikan 
dalam latar belakang di atas, maka 
Permasalahan yang di ambil dalam 
penullisan ini adalah sebagai berikut. 
1) Bagaimana penanganan kasus 

kejahatan dengan menembak mati 
pelaku yang melakukan per- 
lawanan terhadap petugas di 
Wilayah Hukum Kepolisian 
Resor Kota Besar Palembang? 

2) Apa saja yang menjadi faktor 
yang mempengaruhi dalam 
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penanganan kasus kejahatan 
dengan menembak mati pelaku 
yang melakukan perlawanan 
terhadap petugas di Wilayah 
Hukum Kepolisian Resor Kota 
Besar Palembang? 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan disusun me- 
nurut jenis penelitian hukum empiris, 
yaitu penelitian lapangan yang ber- 
tujuan untuk mengkaji penerapan 
aturan atau norma dalam hukum 
positif. Data utama dalam penelitian 
ini adalah data sekunder dan data 
primer. Teknik pengumpulan data, 
yang dilakukan melalui penelitian 
lapangan (field research). Penelitian 
lapangan, yaitu pengumpulan data 
primer melalui observasi dan wa- 
wancara dengan pihak terkait. 
Pengolahan analisis data dilakukan 
dengan mengolah dan menganalisis 
data yang telah terkumpul secara 
tekstual, kemudian dikonstruksi 
secara kualitatif untuk menarik ke- 
simpulan.Analisis data dalam pene- 
litian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Dianta- 
ranya ada tiga fase model yaitu 
reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN    
Penanganan Kasus Kejahatan di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor 
Kota Besar Palembang 

Salah satu kewenangan yang 
dimiliki anggota Polri adalah kewe- 
nangan menembakkan senjata api 
atau lebih dikenal dengan kewe- 
nangan tembak di tempat. Polres- 

tabes Palembang juga gencar mela- 
kukan razia untuk menekan dan 
mengurangi jumlah pengguna atau 
operator Wajar. Ada 278 kasus nar- 
koba pada tahun 2021 diban-dingkan 
239 kasus pada tahun 2020. Kasus 
narkoba meningkat. Deteksi narkoba 
memiliki dampak yang lebih besar 
pada peran aktif kepolisian, serta 
kerjasama informasi dari masya- 
rakat. Oleh karena itu, kami mengu- 
capkan terima kasih kepada masya- 
rakat Palembang yang telah me- 
nyumbangkan informasi tentang 
pemberantasan narkoba di Kota 
Palembang. 

Berdasarkan data menunjukkan 
bahwa sepanjang tahun 2021, 
Kepolisian Resor Kota Besar Palem- 
bang menembak mati 22 orang 
pelaku tindak kejahatan. Para pelaku 
kejahatan yang dilumpuhkan mela- 
kukan beragam jenis tindak pidana, 
seperti penganiayaan dengan pembe- 
ratan (anirat) sebanyak 2 orang, 12 
orang pencurian dengan kekerasan 
(curas), 3 orang pencurian dengan 
pemberatan (curat) dan 5 orang 
pencurian kendaraan bermotor 
(curanmor). Tindakan tersebut di- 
lakukan karena para pelaku sudah 
bertindak sadis terhadap korbannya 
dan tidak mau menyerahkan diri. 
Tindakan tegas memang perlu bagi 
para pelaku. Bahkan ada 43 laporan 
kekerasan di 2021 yang dilakukan 
satu orang pelaku atas nama SA. Pada 
saat evaluasi akhir tahun 2021 di 
Kepolisian Resor Kota Besar 
Palembang. 

Sebagai contoh aksi curas de- 
ngan senjata api tercatat ada seba- 
nyak 32 kasus dan bisa diselesaikan 
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hanya sebanyak 14 kasus. Angka ini 
menurun dibandingkan tahun 2017 
yang tembus 37 kasus dengan 
penyelesaiannya hanya 13 kasus. 
Meskipun sudah dilakukan tinda-kan 
tegas, namun angka kriminalitas di 
Sumsel masih saja tinggi. Bahkan per 
39 menit, warga kota Palembang 
menjadi korban tindak kejahatan. 
Namun angka ini menurun dibanding 
tahun 2020 yang terjadi per 33 menit. 
Angka tindak pidana sepanjang 2021 
juga menurun sebanyak 13.217 kasus 
dari 16.147 kasus di tahun 2020. 
Namun persentase penyelesaian 
tindak pidana, dari 67,57 persen 
menjadi 70,47 persen Ada pening- 
katan keamanan di Kota Palembang. 
Bahkan resiko penduduk terkena 
tindak pidana dari 100.000 warga, di 
tahun 2021 hanya sekitar 164 orang 

dibanding tahun 2020 sebanyak 200 
orang. Kebijakan pencegahan keja- 
hatan atau kebijakan penal (penal 
policy) dapat dilaksanakan oleh 
hukum pidana/pidana dan hukum 
nonpidana. 

Penanganan kasus kejahatan 
dengan cara menembak pelaku yang 
melawan polisi di wilayah hukum 
Polres Kota Palembang sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku 
saat ini dimana sebagai upaya pidana 
represif melalui pembunuhan ter- 
hadap polisi pada titik tersebut 
mewakili tugas polisi yang represif 
untuk mengambil tindakan. 

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 
No. 39 tahun 2009 tentang hak asasi 
manusia menyatakan bahwa: “setiap 
orang berhak untuk bebas dari pe- 
nyiksaan dan perlakuan yang meren- 
dahkan martabat manusia”. dan ayat 

(2) “Setiap orang berhak untuk bebas 
dari penghilangan paksa dan hilang- 
nya nyawa”. Oleh karena itu, hak ini 
merupakan hak konstitusional. Oleh 
karena itu, pemajuan, perlindungan, 
dan pemenuhannya juga merupakan 
kewajiban konstitusional. Kebijakan 
pencegahan kejahatan atau kebijakan 
penal (penal policy) dapat dila- 
ksanakan oleh hukum pidana/pidana 
dan hukum nonpidana. 

Penanganan kasus kejahatan 
dengan cara menembak pelaku yang 
melawan polisi di wilayah hukum 
Polres Kota Palembang sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku 
saat ini dimana sebagai upaya pidana 
represif melalui pembunuhan ter- 
hadap polisi pada titik tersebut 
mewakili tugas polisi yang represif 
untuk mengambil tindakan. 

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 
No. 39 tahun 2009 tentang hak asasi 
manusia menyatakan bahwa “setiap 
orang berhak untuk bebas dari 
penyiksaan dan perlakuan yang 
merendahkan martabat manusia” dan 
ayat (2) “setiap orang berhak untuk 
bebas dari penghilangan paksa dan 
hilangnya nyawa”. Oleh karena itu, 
hak ini merupakan hak konstitu- 
sional. Oleh karena itu, pemajuan, 
perlindungan, dan pemenuhannya 
juga merupakan kewajiban kons- 
titusional. 

Indonesia juga telah mengesah- 
kan konvensi menentang penyiksaan 
dan perlakuan atau hukuman lain 
yang keji, tidak manusiawi, dan 
merendahkan martabat manusia 
melalui Undang- undang Nomor 5 
Tahun 1998. Selain itu dalam UUD 
1945 pengaturan terhadap konsep 
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HAM memiliki tempat tersendiri 
yakni pada Bab XA tentang HAM, 
ditambah beberapa pasal diluar bab 
tersebut yang tetap memuat materi 
HAM, seperti Pasal 28A tentang hak 
hidup Terjadinya penghukuman 
tanpa peradilan seperti yang terjadi 
saat ini, dimana ada menembak mati 
di tempat terhadap orang terindikasi 
melakukan pelawanan termasuk 
pengaturan tentang presumption of 
guilt ( ketentuan hukum yang 
langsung menjerat pelaku yang 
menguasai narkotika dengan jum-lah 
tertentu 

tanpa memiliki hak untuk mem- 
bela diri). Menembak mati di tempat 
yang tidak sesuai aturan hukum yang 
berlaku merupakan bagian dari 
perbuatan penyiksaan dan tindakan 
tidak manusiawi yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum. 

Di sisi lain, pembunuhan polisi 
di tempat dapat dikualifikasikan 
sebagai pelanggaran hak, yaitu hak 
atas perlindungan integritas fisik dan 
mental.  Penembakan  terhadap 
tersangka tidak boleh dilakukan se- 
mata-mata karena tersangka diduga 
sebagai pengedar narkoba, melain- 
kan dari situasi yang memaksa aparat 
penegak hukum untuk melakukan- 
nya. Polisi berwenang mengguna- 
kan senjata api, tetapi hanya dengan 
syarat penggunaannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan menghormati hak ter- 
sangka untuk diadili melalui me- 
kanisme peradilan Jika pemotretan 
itu sendiri membutuhkan serang- 
kaian prasyarat, maka pemotretan 
seharusnya tidak menjadi sesuatu 
yang harus dilakukan. Ini jelas 

merupakan pelanggaran prosedur, 
tetapi juga hak asasi manusia. Seda- 
ngkan secara umum Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi Menentang 
Penyiksaan dengan UU no. 5 Tahun 
1998,dan khususnya Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri) 
memiliki aturan internal dan kode 
etik yang ketat, yang melarang 
anggotanya menggunakan penyik- 
saan. 

Adapun dasar hukum tertulis 
mengenai pelaksanaan kuasa tembak 
di tempat, yaitu (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indo- 
nesia, Pasal 16 Ayat 1 Huruf i dan 
Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi 
“dalam Untuk melaksanakan tugas 
pasal 13 dan 14 di bidang peradilan 
pidana, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berwenang melakukan 
tindakan lain sesuai dengan undang- 
undang yang berwenang. l adalah 
tindakan penyidikan dan penyidikan 
yang dilakukan apabila memenuhi 
syarat sebagai berikut. (1) Tidak ber- 
tentangan dengan peraturan perun- 
dang-undangan; (2) sesuai dengan 
kewajiban hukum yang meng- 
haruskan dilakukannya tindakan; (3) 
harus sesuai, wajar dan termasuk 
dalam lingkungan kantor mereka; (4) 
pertimbangan berdasarkan keadaan 
yang memaksa; dan (5) penghor- 
matan terhadap hak asasi manusia. 
asal 18 ayat 1 yang berbunyi “ Untuk 
kepentingan umum, pejabat Kepo- 
lisian Negara Republik Indo-nesia 
dapat bertindak menurut penilaian- 
nya sendiri dalam melaksa-nakan 
tugas dan wewenangnya” yang da- 
lam perbuatannya harus memper- 
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hatikan manfaat dan risiko tindakan 
mereka dan benar-benar untuk 
kepentingan umum (Penjelasan UU 
No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 Ayat 1) 
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). 

D. Faktor yang Mempengaruhi 
dalam Penanganan Kasus 
Kejahatan di Wilayah Hukum 
Kepolisian Resor Kota Besar 
Palembang. 

Pertama, faktor hukum 

Mengenai dasar hukum tertulis 
mengenai pelaksanaan kuasa tembak 
di tempat, yaitu (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indo- 
nesia, Pasal 16 Ayat 1 Huruf i dan 
Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi 
“Dalam rangka melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 dan di bidang peradilan pidana, 
Kepolisian Negara Republik Indon- 
esia berwenang melakukan tindakan 
lain sesuai dengan undang-undang 
yang bersangkutan. penyidikan yang 
dilakukan jika memenuhi syarat 
sebagai berikut. (1) Tidak berten- 
tangan dengan peraturan perundang- 
undangan; (2) sesuai dengan kewa- 
jiban hukum yang memerlukan 
tindakan; (3) harus sesuai, wajar dan 
termasuk dalam lingkungan kantor- 
nya; (4) pertimbangan berdasarkan 
keadaan yang memaksa; dan (5) 
penghormatan terhadap hak asasi 
manusia. Pasal 18 ayat 1 yang 
berbunyi “ Untuk kepentingan 
umum, pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat bertindak 
menurut penilaiannya sendiri dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang- 

nya” yang dalam perbuatannya harus 
memperhatikan kemanfaatan dan 
resiko perbuatannya dan benar-benar 
untuk kepentingan umum (Penje- 
lasan UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 18 
ayat 1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 
1981). 

Aturan formal mengenai peng- 
gunaan senjata api sangat sulit 
dijalankan sesuai dengan prosedur 
yang ada, mengingat kondisi di 
lapangan terkadang sangat tidak 
menguntungkan anggota (polisi), hal 
ini merupakan salah satu faktor 
pertimbangan informan (anggota 
kepolisian) mengggunakan senjata 
api. Prosedur dan ketetapan yang 
biasa dilakukan oleh anggota reserse 
di lapangan menggunakan senjata 
api saat proses penangkapan adalah 
melakukan tembakan peringatan 2 
sampai 3 kali terlebih dahulu 
sebelum melakukan tembakan 
melumpuhkan. Pimpinan biasanya 
menghimbau anggota sebelum 
melakukan penangkapan. Himbauan 
yang biasa dan sering diberikan 
adalah bahwa penggunaan senjata 
api di lapangan harus selalu didahului 
tembakan peringatan terlebih dahulu. 
Selain itu pemimpin juga menghim- 
bau anggotanya dalam menggunakan 
senjata api harus selau disertai 
pertimbagan yang matang. Selain itu 
pengunaan senjata api harus sesuai 
dengan prosedur tetap dan harus 
digunakan dengan tepat. Tepat disini 
mengandung tiga unsur, yaitu 
sebagai berikut. 

1) Tepat waktu, artinya waktu 
dilakukannya a t au waktu 
diambilnya putusan tersebut 
dalam kondisi yang memang 
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dibutuhkan. 

2).. Tepat sasaran, berarti diambilnya 
keputusan terhadap objek telah 
dilakukan akurat atau tidak 
meleset. 

3) Tepat guna, yaitu tujuan dila- 
kukannya keputusan itu tercapai. 

Kedua, faktor masyarakat 

Indikasi aparatur berkeringat 
saat melakukan pencitraan bukan 
sebagai upaya terakhir dapat mem- 
pengaruhi kelumpuhan mekanisme 
pemantauan internal Penyimpa- 
ngan- penyimpangan yang mungkin 
terjadi di lapangan berpotensi di- 
tutup-tutupi, bukannya ditanggu- 
langi dan dimintai pertanggung 
jawaban, oleh aparat penegak hukum 
terkait.Oleh karena itu, tanggung 
jawab terhadap lembaga yang ber- 
wenang melakukan pemusnahan 
sangat diperlukan. Sayangnya, tang- 
gung jawab ini, terutama di institusi 
kepolisian, masih diper-tanyakan 
menurut Komnas HAM. 

Sesuai dengan pengendalian 
internal, kita dapat mengatakan 
bahwa pengendalian eksternal juga 
tidak berfungsi. Dalam hal aman- 
demen UUD 1945, fungsi penga- 
wasan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) tidak hanya terfokus pada 
presiden, tetapi juga pada semua 
tugas kekuasaan negara yang dila- 
kukan oleh lembaga negara dan 
semua lembaga pemerintah. 

Adapun dukungan publik ter- 
hadap perintah tembak-menembak di 
lokasi ini, publik umumnya men- 
dukung dan menentang kebijakan 
tersebut. Dalam pembelaan harus ada 
suatu perbuatan yang menyinggung 

kepentingan hukum orang lain, tetapi 
perbuatan itu dibenarkan oleh 
undang- undang karena memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan un- 
dang-undang, yaitu perbuatan itu 
dilakukan karena ada penyerangan 
atau ancaman penyerangan. Jika itu 
seketika,serangan atau ancaman 
serangan itu melawan. Menurut 
undang-undang, serangan itu dituju- 
kan terhadap diri sendiri atau orang 
lain, kehormatan moral dan harta 
benda, milik sendiri dan orang lain, 
pembelaan harus dilakukan dengan 
menghormati prinsip-prinsip.sub- 
sidiaritas dan propor-sionalitas. 
Pertimbangan karena pelaksanaan 
ketentuan undang-undang, pelak- 
sanaan ketentuan yang dimaksud 
adalah undang-undang dalam arti 
materiil, yaitu segala peraturan yang 
disahkan oleh pembuat undang- 
undang yang berlaku dan mengikat 
masyarakat. Ada orang yang berpikir 
bahwa menembak mati di tempat 
terhadap penjahat adalah melanggar 
hukum untuk menegakkan hukum 
dan melanggar hak asasi manusia. 
dan sering membela pelaku kejaha- 
tan, terutama yang berhubungan 
dengan kerabat. 

 
Ketiga, faktor lingkungan dalam 
hal ini tingkat keramaian publik 

Faktor lingkungan lainnya 
adalah reaksi para penjahat. Salah 
satu faktor yang menjadi pertim- 
bangan pelaksanaan shooting on the 
spot adalah kondisi lapangan. Situasi 
di lapangan dapat dikategorikan 
sebagai berikut. Keadaan darurat 
atau situasi darurat dapat diartikan 
sebagai keadaan yang memaksa 
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aparat kepolisian di lapangan/tempat 
penangkapan untuk menggunakan 
senjata api dimana mereka selalu siap 
dengan keadaan yang ada. Pelanggar 
yang dianggap sebagai ancaman bagi 
kehidupan petugas polisi dan masya- 
rakat ditangani dengan berbagai cara, 
termasuk pembunuhan di tempat. 
Sebelum petugas polisi melakukan 
penangkapan, petugas polisi harus 
mengetahui terlebih dahulu jumlah 
tersangka dan senjata yang biasanya 
digunakan tersangka, sehingga polisi 
dapat mempersiapkan diri terlebih 
dahulu untuk kemungkinan tindakan 
yang akan terjadi di lokasi penang- 
kapan. Keadaan darurat adalah ke- 
adaan dimana anggota kepolisian 
harus mengambil tindakan tegas di 
tempat, misalnya menembakkan 
tembakan peringatan atau menembak 
langsung kepada pelaku/tersangka 
kejahatan. Apabila pelaku dianggap 
mengancam nyawa anggota polisi 
atau masyarakat sekitar, maka petu- 
gas kepolisian dapat bertindak de- 
ngan terlebih dahulu melepaskan 
tembakan peringatan. 

Sebelum petugas polisi mela- 
kukan penangkapan, petugas polisi 
harus mengetahui terlebih dahulu 
jumlah tersangka dan senjata yang 
biasanya digunakan tersangka, se- 
hingga polisi dapat mempersiapkan 
diri terlebih dahulu untuk kemung- 
kinan tindakan yang akan terjadi di 
lokasi penangkapan.Keadaan darurat 
adalah keadaan dimana anggota 
kepolisian harus mengambil tinda- 
kan tegas di tempat, misalnya me- 
nembakkan tembakan peringatan 
atau menembak langsung kepada 
pelaku/tersangka kejahatan. Apabila 

pelaku dianggap mengancam nyawa 
anggota polisi atau masyarakat 
sekitar, maka petugas kepolisian 
dapat bertindak dengan terlebih da- 
hulu melepaskan tembakan peringa- 
tan. Petugas polisi sering menung-gu 
tanggapan dari penjahat sebelum 
membunuh mereka di tempat. Reaksi 
para penjahat itu sendiri saat ditang- 
kap berbeda-beda. Respon tersebut 
diperkirakan akan membahayakan 
nyawa petugas atau tidak. Respon 
tersebut dinilai berbahaya yang ke- 
mudian mendorong anggota di lapa- 
ngan menggunakan senjata api. 
Secara umum, ada dua reaksi yang 
diberikan penjahat ketika ditang- 
kap, yaitu pertama, penjahat mela- 
wan dan kedua, penjahat melarikan 
diri. 

Sebelum mengambil langkah 
untuk menembak tersangka/pelaku, 
polisi akan menunggu jawaban dari 
tersangka/pelaku. Menunggu jawa- 
ban pelaku bukan berarti menunggu 
perintah manajemen. Apabila ada 
indikasi tersangka/pelaku hendak 
menghadap polisi, polisi harus segera 
menindak perlawanan tersangka/ 
pelaku, seperti menembak untuk 
melumpuhkan tersangka/pelaku. Ini 
berarti bahwa tidak perlu menembak 
kan tembakan peringatan dan tidak 
ada peringatan lisan yang diperlukan 
sebelumnya. 

Penggunaan senjata api dalam 
menghadapi pelaku yang hendak 
ditangkap,karena diperkirakan 
pelaku juga membawa senjata atau 
benda tajam,maka anggota di lapa- 
ngan harus bisa mengambil keputu- 
san atau bertindak cepat, para anggo- 
ta di lapangan harus memiliki 
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prinsip, jika tidak maka anggota di 
lapangan menjadi korban kehendak. 
Intinya, petugas yang akan melaku- 
kan penangkapan harus cepat melihat 
apakah ada tanda-tanda perlawanan 
dari pelaku kejahatan. Jika ada perl- 
awanan, maka polisi harus bertindak 
cepat dengan melumpuh-kan pelaku. 
Senjata api adalah alat yang diguna- 
kan oleh aparat kepolisian untuk 
melindungi nyawa aparat kepolisian 
dan masyarakat dari tindakan ter- 
sangka. Dalam penggunaan senjata 
api untuk membunuh di lokasi ters- 
ebut, tergantung pada situas / kondisi 
di lapangan yang selalu berbeda, 
sehingga pada saat tersangka / pelaku 
ditangkap dan berhadapan dengan 
polisi dengan senjata api, situasi atau 
kondisi menjadi salah satu faktor 
untuk pertimbangkan untuk memo- 
tret di tempat Pelaku buronan. Salah 
satu respon pelaku yang menyebab- 
kan petugas kepolisi-an di lapangan 
menggunakan senjata api adalah 
pelaku kabur atau kabur saat petugas 
hendak menangkapnya. 

Biasanya, ketika pelaku kabur, 
petugas polisi melepaskan tembakan 
peringatan ke atas, namun jika tidak 
diindahkan, maka tembakan melum- 
puhkan ditembakkan ke kaki pelaku. 
Jika pelaku yang akan ditangkap 
lolos, polisi akan melepaskan temba- 
kan peringatan sebanyak tiga kali. 
Namun, jika tersangka/pelaku me- 
ngabaikan hal ini, tembakan dilepas- 
kan untuk melumpuhkannya. Situasi 
Ramai/Kesepian Pertim-bangan lain 
untuk menerapkan tembak mati di 
tempat kejadian adalah situasi di 
lapangan. Saat melakukan penem- 
bakan di tempat, petugas polisi ter- 

lebih dahulu harus menilai situasi di 
sekitar tempat pelaku kejahatan di- 
tangkap, yaitu kerumunan atau ke- 
heningan. Jika kondisi di lapangan 
saat penangkapan ramai, petugas 
tidak berani menggunakan senjata 
api.Situasi ramai saat pelaku di- 
tangkap menjadi pertimbangan saat 
menggunakan pistol, karena bisa 
mengakibatkan petugas menembak 
orang yang salah. 

Untuk menghindari kesalahan 
atau kegagalan dalam penangkapan, 
petugas dilapangan melakukan anti- 
sipasi dengan berbagai cara, salah 
satunya dengan memancing para 
pelaku yang akan ditangkap untuk 
meninggalkan rumah atau desa tem- 
pat tinggalnya, dengan alasan jika 
penangkapan dilakukan terhadap 
para pelanggar tidak akan salah 
tembak, karena situasi di tempat ber- 
buru yang tidak banyak pendu- 
duknya. Keramaian tidak hanya 
membahayakan nyawa aparat kep- 
olisian, tetapi juga nyawa masya- 
rakat di sekitar tempat penangkapan, 
ketika aparat kepolisian tidak hati- 
hati dalam mengamati situasi di 
tempat penangkapan. Penggunaan 
senjata api dalam pembunuhan di 
tempat pada saat penangkapan 
harus memperhatikan situasi di 
tempat penangkapan.Keputusan 
polisi saat mengeluarkan senjata api 
untuk melumpuhkan tersangka/ 
pelaku harus tepat, agar tidak terjadi 
peluru nyasar di masyarakat. 

Dalam hal ini aparat kepolisian 
akan mengalami kesulitan dalam 
menentukan sasaran siapa pelaku 
tindak pidana tersebut, sehingga 
apabila situasi terlalu besar dan ramai 
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(ramai), aparat kepolisian akan 
sebisa mungkin menahan diri untuk 
tidak menembaki suatu objek. tempat 
mati. di tempat terhadap pelaku 
tindak pidana, karena dikhawatirkan 
akan terjadi kegagalan tembakan 
yang mengakibatkan kerugian mate- 
ril atau hilangnya nyawa orang yang 
tidak bersalah atau tidak ada kaitann- 
ya dengan tindak pidana yang ber- 
sangkutan.Gangguan dalam pelaksa- 
naan kewenangan menembak di 
suatu tempat yang berupa perkum- 
pulan orang dapat terjadi dalam hal 
tindak pidana yang terjadi di tempat- 
tempat yang mengadakan perkum- 
pulan massa, seperti tempat konser, 
sarana olah raga, rapat, pasar, dll. 
Namun, tempat-tempat yang terdapat 
akumulasi massa dapat juga diartikan 
di tempat-tempat seperti pemukiman 
yang sangat kecil, sempit dan saling 
berdekatan, serta berupa jalan-jalan 
kecil yang dihuni banyak orang di 
daerah tersebut. Dalam menjalankan 
tugasnya sebagai polisi, anggota 
kepolisian terkadang menghadapi 
perlawanan dari tersangka atau pela- 
ku tindak pidana. Upaya perlawanan 
ini jika tidak dilakukan secara tegas 
dapat membahayakan nyawa polisi 
bahkan warga masya-rakat sekitar. 
Untuk alasan ini, anggota dapat 
mengambil tindakan terhadap pela- 
nggar yang menawarkan perlawanan 
tersebut dengan sikap atau penilaian 
mereka sendiri, yang dikenal sebagai 
kekuasaan diskresioner. Hak diskresi 
polisi diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 
Tahun 2002. Tindakan yang dila- 
kukan oleh polisi dapat berupa tegu- 
ran lisan kepada pelaku atau tersang- 
ka atau bahkan penembakan terhadap 

pelaku di tempat penang-kapan. 

Tindakan menembak di tempat 
merupakan kewenangan yang diberi- 
kan kepada polisi, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 tahun 
2002 tentang POLRA. Menurut atu- 
ran tersebut polisi dapat mengambil 
tindakan untuk menjamin keamanan 
dan ketertiban di masyarakat. Karena 
tindakan tersebut dilakukan atas 
dasar penilaian dan refleksi sendiri, 
apakah penilaian tersebut tepat atau 
tidak, sangat tergantung pada moral- 
itas pengusaha, dalam hal ini kepoli- 
sian. Kewenangan diskresi erat kai- 
tannya dengan kebebasan bertindak 
pemerintah. Philipus M. Hadjon 
mengklaim bahwa kebebasan peme- 
rintahan dibagi menjadi kebebasan 
kebijaksanaan dan kebebasan me- 
nilai. Kebebasan politik, yang juga 
diartikan sebagai kekuasaan diskresi 
dalam arti yang lebih sempit, jika 
peraturan perundang-undangan me- 
mberikan kekuasaan tertentu kepada 
lembaga negara, dan lembaga ter- 
sebut bebas untuk menggunakan atau 
tidak menggunakan meskipun syarat 
penggunaannya secara hukum terpe- 
nuhi. Pada saat yang sama, kebeba- 
san menilai, sejauh diizinkan oleh 
hukum, diserahkan kepada badan / 
lembaga negara untuk menilai secara 
independen dan eksklusif apakah 
kondisi untuk pelaksanaan kewe- 
nangan yang  sah  telah  dipenuhi ( 
Sadj i jono dan Bagus Teguh 
1999:184). 

 
E. PENUTUP 

1. Simpulan 

Penanganan kasus kejahatan 
dengan menembak mati pelaku yang 
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melakukan perlawanan terhadap 
petugas di Wilayah Hukum Kepoli- 
sian Resor Kota Besar Palembang 
telah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku dimana sebagai upaya 
penal dilakukan dengan represif 
melalui menembak mati di tempat 
oleh aparat kepolisian merupakan 
suatu tugas Polisi yang bersifat 
represif menindak berdasarkan pasal 
48 huruf c Perkap 8 tahun 2009. 

Faktor yang mempengaruhi 
dalam penanganan kasus kejahatan 
dengan menembak mati pelaku yang 
melakukan perlawanan terhadap 
petugas diwilayah hukum Kepoli- 
sian Resor Kota Besar Palembang 
yaitu sebagai berikut. 
1) Faktor penegak hukum itu sendiri 

yaitu mental anggota yang 
tidak mempunyai keberanian 
untuk menembak dan kurangnya 
kemampuan/kemahiran anggota 
kepolisian dalam melakukan tin- 
dakan keras untuk melakukan 
wewenang tembak di tempat. 

2) Faktor masyarakat dimana masya- 
rakat pada umumnya pro dan 
kontra atas kebijakan ini karena 
dianggap melanggar HAM. 

3) Faktor lingkungan dalam hal ini 
tingkat keramaian publik meru- 
pakan kendala bagi petugas 
kepolisian dalam melakukan 
menembak mati di tempat ter- 
hadap pelaku kejahatan. 

2. Saran 

Perlu adanya aturan hukum yang 
tegas berbentuk undang -undang 
yang mengatur mengenai menembak 
mati di tempat pelaku kejahatan yang 
melakukan perlawanan terhadap 

petugas sebagai tindak tegas aparat 
penegak yang bertujuan agar aparat 
penegak hukum tidak sewenang- 
wenang di dalam menggunakan 
kewenangannya. Perlu adanya sank- 
si yang lebih tegas menambahkan 
sanksi pidana untuk menindak 
petugas yang melakukan penyimpa- 
ngan dalam melaksanakan menem- 
bak mati di tempat pelaku kejahatan 
yang melakukan perlawanan terha- 
dap petugas yang tidak sesuai dengan 
prosedur. 
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